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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan pajak dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah penulis menarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lancar termasuk pembanguanan  bila ada sumber dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaannya, satu diantaranya dari sektor pajak. Untuk mewujudkan pelaksanaan tersebut Dispenda sebagai Dinas yang diberi wewenang dalam pemungutan pajak telah mengambil langkah-langkah positif seperti, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap jenis-jenis pajak yang mempunyai potensi dalam menyumbang penerimaan daerah yang diikuti dengan rencana strategi yang diaktualisasikan dalam program kerja yang telah disusun dan dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam memperoleh hasil yang optimal guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. 

Program dan rencana tersebut secara terbukti dapat memberikan hasil yang maksimal, hal ini dapat di lihat dari realisasi penerimaan pajak daerah Kota Bandung Tahun 2008, sebagai berikut:

1. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Bandung Tahun 2008 di hitung dengan mengalikan tarif pajak 10% dengan dasar pengenaan pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No.02 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Bandung pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 65.186.749.663,00.
2. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Bandung Tahun 2008 sama halnya dengan pajak hotel dimana dipungut atas pembayaran pelayanan di Restoran. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran pelayanan di Restoran dengan mengenakan tarif pajak 10% dengan dasar pengenaan pajak sesuai dengan Peraturan Daerah          No:03 Tahun 2003 Tentang Pajak Restoran. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Bandung pada tahun 2008 adalah sebesar                            Rp 56.916.009.253,00.
3. Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandung Tahun 2008 di hitung dengan mengalikan tarif pajak 10 % dengan dasar pengenaan pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No.11 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan. Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandung tahun 2008 adalah sebesar Rp19.995.781.467,00.
4. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandung Tahun 2008 di hitung dengan mengalikan tarif pajak 25% dengan dasar pengenaan pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No.08 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandung tahun 2008 adalah sebesar Rp.16.663.702.588,00
5. Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung Tahun 2008  di tetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang merupakan kewenangan Pemda dan DPRD setempat yang digunakan untuk pembiayaan pengembangan dan pembangunan daerah dalam hal ini PLN berperan sebagai badan yang memungut dan mengumpulkan PPJU yang akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran rekening listrik, untuk kemudian disetorkan ke kas daerah. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi No.71.A Tahun 1993 dan No.2862.K/841/M.PE/1993 tanggal 31 Agustus 1993. Tarif pajak di hitung dengan mengkalikan tarif pajak penggunaan tenaga listrik bukan untuk golongan industri yang berasal dari PLN sebesar 4.5%, penggunaan tenaga listrik untuk golongan industri/usaha yang berasal dari PLN sebesar 3%, dan penerangan tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN sebesar 9%, dengan dasar pengenaan pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No.28 tahun 2002 tentang Penerangan Jalan. Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung tahun 2008 adalah seberar Rp 50.283.640.386,00.
6. Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kota Bandung Tahun 2008  di hitung dengan mengalikan tarif pajak 20% dari perolehan hasil bersih sesuai dengan jumlah karcis yang keluar, waktu pengenaan pajak, dengan dasar pengenaan pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No.13 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir. Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kota Bandung tahun 2008 adalah sebesar Rp 5.206.427.588,00
7. Realisasi Penerimaan Pajak Denda Kota Bandung Tahun 2008 di hitung dengan mengkalikan tarif pajak denda, ditetapkan sebesar 2% setiap bulan dari nilai utang pokok pajak yang belum disetorkan, yang dikenakan denda adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir yang terlambat membayar, yaitu lewat 30 hari setelah masa pajak berakhir dan lewat 30 hari setelah surat ketetapan pajak diterima. Realisasi Penerimaan Pajak Denda Kota Bandung tahun 2008 adalah sebesar Rp 16.892.542,00
Dari total penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung tahun 2008 yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandung adalah   sebesar Rp 214.263.203.487, hasil tersebut menunjukkan bahwa  pajak daerah merupakan  sumber penerimaan yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan penerimaan daerah sebagai tolak ukurnya. 

5.2 Saran

 Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti merekomendasikan saran sebagai berikut:
1. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Bandung pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 65.186.749.663,00.- peneliti merekomendasikan Pada Dinas Pendapatan Daerah Selaku Badan yang berwenang dalam pengelolan Pajak Daerah untuk lebih meningkatkan basis pajak Hotel yang sudah ada.
2. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Bandung pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 56.916.009.253,00,- peneliti merekomendasikan Pada Dinas Pendapatan Daerah Selaku Badan yang berwenang dalam pengelolan Pajak Daerah untuk lebih meningkatkan basis pajak Restoran yang sudah ada, seperti catering untuk pajak restoran.
3. Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandung pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 19.995.781.467,00,- peneliti merekomendasikan Pada Dinas Pendapatan Daerah Selaku Badan yang berwenang dalam pengelolan Pajak Daerah untuk lebih meningkatkan basis pajak Hiburan yang sudah ada, seperti Golf untuk pajak Hiburan.
4. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandung pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 16.663.702588,00,- peneliti merekomendasikan Pada Dinas Pendapatan Daerah Selaku Badan yang berwenang dalam pengelolan Pajak Daerah untuk lebih meningkatkan basis pajak Reklame yang sudah ada,
5. Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Kota Bandung pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 50.283.640.386,00,- peneliti merekomendasikan Pada Dinas Pendapatan Daerah Selaku Badan yang berwenang dalam pengelolan Pajak Daerah untuk lebih meningkatkan basis pajak Penerangan Jalan yang sudah ada, 
6. Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kota Bandung pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 5.206.427.588,00,- peneliti merekomendasikan Pada Dinas Pendapatan Daerah Selaku Badan yang berwenang dalam pengelolan Pajak Daerah untuk lebih meningkatkan basis pajak Parkir  yang sudah ada.
7. Realisasi Penerimaan Pajak Denda Kota Bandung pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 35.892.542,00.- peneliti merekomendasikan Pada Dinas Pendapatan Daerah Selaku Badan yang berwenang dalam pengelolan Pajak Daerah untuk lebih meningkatkan basis pajak Denda yang sudah ada,
Sebagai saran umum peneliti merekomendasikan saran agar ke depan        Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung lebih meningkatkan Pendapatan asli Daerah (PAD) melalui  penguatan taxing power daerah, yaitu dengan meningkatkan basis pajak daerah dan diskresi dalam menetapkan tarif pajak daerah. Peningkatan basis pajak daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, seperti katering untuk Pajak Restoran dan permainan golf untuk Pajak Hiburan. Di samping itu juga dilakukan penambahan jenis pajak baru, pajak lingkungan (green tax). Penetapan tarif pajak daerah diserahkan sepenuhnya kepada daerah. UU hanya menetapkan tarif pajak maksimum untuk menghindari pembebanan pajak yang berlebihan. Untuk menjamin agar daerah tidak menciptakan pungutan yang bermasalah dan sekaligus untuk meningkatkan pengawasan pungutan daerah, maka mekanisme pengawasan PDRD dilakukan secara preventif dan diterapkan sanksi bagi daerah yang melanggar, antara lain dapat berupa penundaan dana perimbangan.
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